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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
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MANAJEMEN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas, objektivitas 

pengembangan karier, pengembangan Kompetensi, pola 

karier, dan penerapan manajemen Talenta serta 

memberikan kejelasan dan kepastian karier bagi pegawai 

negeri sipil, perlu disusun manajemen karier pegawai 

negeri sipil; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil, perlu diatur manajemen karier bagi pegawai 

di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor M.3819.KP.04.15 Tahun 2006 tentang 

Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Departemen Hukum dan 
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Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi 

sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
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terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Ketiga  atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1135); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1907); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang 

Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah 

dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1252); 

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Tata Cara Pelaksanan Mutasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan 

Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835); 

13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 

2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian 
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Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143); 

14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penjatuhan 

Hukuman Disiplin dan Pemberhentian  karena Tindak 

Pidana Bagi Pegawai  di Lingkungan Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1311); 

15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai 

Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1143); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Manajemen Talenta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 28); 

17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Kamus Kompetensi 

Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan  di Bidang Hukum 

dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 733); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG MANAJEMEN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur secara tetap 
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oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 

3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang 

pegawai aparatur sipil dalam suatu satuan organisasi. 

4. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT 

adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi 

pemerintah. 

5. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA 

adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan. 

6. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF 

adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

7. Pembinaan JF adalah upaya peningkatan dan 

pengendalian standar profesi JF yang meliputi 

kewenangan pengelolaan, prosedur dan metodologi 

pelaksanaan tugas Jabatan, dan penilaian kinerja 

pejabat fungsional. 

8. Rumpun Jabatan adalah himpunan Jabatan yang 

mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu 

sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum 

pemerintahan. 

9. Klasifikasi Jabatan adalah tingkat Jabatan dalam satuan 

organisasi yang mencerminkan nilai Jabatan dan 

kategori Jabatan. 

10. Klasifikasi JF adalah rumpun JF berdasarkan kesamaan 

karakteristik, mekanisme, dan pola kerja JF. 

11. Jenjang Jabatan adalah tingkat Jabatan seorang PNS 

yang menunjukan kedudukan dan fungsinya dalam 

organisasi. 

12. Kategori Jabatan adalah pengelompokan Jabatan sesuai 

dengan tingkat beban kerja dan resiko kerja, serta 

tingkat kompleksitasnya. 


